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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 149 TAHUN 2014

! '
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 226 TAHUN 2012 TENTANG'
PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN

PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERIKUTNyiA
" I: !

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, i,

~

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 226 Tahun 2012 tela,h diatur
mengenai pelaksanaan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaah yang

dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran berikutnya;
I .
i .,

b. bahwa pelaksanaan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan secar~ yuridis
tidak dapat dibebankan/dilanjutkan pada Dokumen Pelaksanaan A~ggaran
Tahun Anggaran berikutnya kecuali kegiatan tahun jamak, 'sehingga
Peraturan Gubernur Nomor 226 Tahun 2012 sebagaimana dimaksl)d pada
ayat (1) perlu dicabut; . ,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan
Peraturan Gubernur Nomor 226 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sisa
Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Berikutnya;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan :Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah~1jl 'iDaerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Unc;lang~lJndang

Nomor 12 Tahun 2008; , ::.
! :i

"
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintaha6 iRrovinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatua~ Republik
Indonesia; : '.

,; :1

"
"

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
I'

Perundang-undangan; ..

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan K4uangan
Daerah; ,

,
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir }Jengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun Zq,11;

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah; i

,
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun, 2008 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

12. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun2009 tentang. T'ilta Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ~endahara

serta Penyesuaian; ,
.1

13. Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2009 tentang Penatausahaan dan,
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;,

!
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan'Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah; : : : Ii .
, i'

MEMUTUSKAN : I I,, ,
': I

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GlJ.BFRNUR
NOMOR 226 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN SISA PE~ERJAAN

TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA DO~UMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.. I'

I' f:
I'
r

Pasal1 : I,
I,

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Norj1or 226
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sisa PekElrjaan Tahun Anggaran Berl<enaan
Yang. Dibebankan Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun An'ggaran
Berjkutnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. I r

. I

I
I

I,
I

I ;
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Pasal2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

· I

, i
:I !

!
I
i
I
!

I,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan i.Peraturan

, ,
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provin'si Daerah
Khusus Ibukota Jakarta. i I

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2014 I '
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHYSUS

IBUKOTA JAKARTA, ' I
,

tid

JOKOWIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

tid

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72065

engan aslinya
~~~~~KRETARIAT DAERAH

.I S IBUKOTA JAKARTA,

i,
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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 148 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 115 TAHUN 2012 TENTANG
PEMBEBASAN SEBAGIAN PAJAK HIBURAN UNTUK PRODUKSI FILM NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a.Menimbang

o Mengingat

bahwa produktivitas film nasional dan perkembangan industri film
nasional saat ini dirasa telah mengalaml pertumbuhan yang cukup
menggembirakan sejak adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta melalui Peratu~an Gubernur Nomor 115 Tahun
2012 tentang Pembebasan Sebagian Pajak Hiburan Untuk Produksi Film
Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan dalam rangka pembinaan film naslonal menuju kemandirian masih
diperlukan insentif berupa pengurangan pajak hiburan, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 115 Tahun 2012 tentang Pembebasan Sebagian Pajak Hiburan
Untuk Produksi Film Nasional; ,

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagalmana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerati Khusus Ibukola Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia; ,

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah; ,

4. Undang-Undang Nomor 33, Tahun 2009 tentang Perfilman;: i '
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan P~r~turan

Perundang-undangan; ,': I
. I •

•' j ,,
6. Peraturan PemE?rintah Nomor 91 Tahun 2010 tenlang Jenis :Pajak

Daerah yang Dlpungul Berdasarkan Penetapan Kepala Daerati atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak; ", :

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi P~rJngkat
Daerah"1 ', ,

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Uml,J!nIPajak
Daerah; "

!
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan !

; :

, '
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10. Peraturan Gubenur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pelayanan Pajak; : !

I 1
I

11. Peraturan Gubemur Nomor 115 Tahun 2012 tentang Pembl basan
Sebagian Pajak Hiburan Untuk Produksi Film Nasional; .

MEMUTUSKAN:
i i
I i
I :

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 115 TAHUN 2012 TENTANG PEMBIfBASAN
SEBAGIAN PAJAK HIBURAN UNTUK PRODUKSI FILM NASIONAL. :

,
IPasall I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Gubernur Nomor 115 TahcJni 2012
tentang Pembebasan Sebagian Pajak Hibllran Untuk Produksi Film Nasional
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : .

Pasal2
I

(1) Se.tiap pertunjukan film nasional pada bioskop dib.erik~n pemb~~asan
pajak hlburan sebesar 50% (lima puluh persen) dan setlap hargaitanda
masuk. ,,. '

(2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud p'ada ayat (1),diQerikan
kepada produsen yang memproduksi film nasional I'untuk
menumbuhkembangkan produksi perfilman nasional. ,

I,
!

Pasalll

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Qaerah
Khusus Ibukota Jakarta. :

")

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, '

ltd

JOKOWIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 71031
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